ABSTRAK

Korban kekerasan seksual sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan
mereka memerlukan perlindungan baik dari negara maupun masyarakat untuk hidup
bebas dari ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan
martabat dan derajat manusia. Nikah paksa bertentangan dengan hak asasi manusia
dan tidak sah secara hukum, dan pembatalan perkawinan dapat diajukan dengan dasar
yang kuat. Proses perceraian atau pembatalan perkawinan memerlukan pertimbangan
hukum dan sosial, serta peran saksi dari keluarga dan teman dekat dalam mencari
kebenaran. Pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam setiap proses hukum
terkait perceraian atau pembatalan perkawinan ditekankan. Kekerasan seksual
merupakan perilaku tercela yang melanggar norma-norma sosial, kesusilaan, dan
hukum. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKYS)
merupakan langkah maju dalam menangani masalah ini, mengakui hak-hak korban,
dan menjamin perlindungan serta kepastian hukum. Namun, tantangan dalam
pemulihan hak korban masih harus diatasi. Pentingnya penegakan hukum dalam
menciptakan masyarakat yang damai dan menghormati hak asasi manusia sangat
ditekankan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus melibatkan masyarakat
secara aktif dan terus melakukan perbaikan pada sistem hukum yang ada. Penanganan
kasus kekerasan seksual memerlukan bukti-bukti yang kuat, termasuk bantuan ahli
psikolog atau psikiater untuk mengungkap akibat psikis pada korban.
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